
 
 

TUGAS AKHIR 

OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya 

(A.Md) Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

OLEH: 

TATANG AZIZ PANGESTU 

NIM.02270613168 

 

 

 

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU 

2025 









 
 

i 
 

ABSTRAK 

OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU 

 

OLEH 

TATANG AZIZ PANGESTU 

NIM. 02270613168 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru pada periode 12 febuari hingga 22 april 2025. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengkaji optimalisasi pajak air tanah sebagai salah satu sumber penting 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang 

digunakan mencakup wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi 

langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen dan data sekunder yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 1,51%, pada 

tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 1,35%, pada tahun 2024 mengalami 

penurunan mencapai 1,33%. Meskipun demikian, hasil analisis memperlihatkan 

adanya potensi yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib 

pajak dan data objek pajak, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Oleh 

karena itu, strategi optimalisasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor ini secara berkelanjutan 

Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak 

sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat Mardiasmo (2019:2). 

Berdasarkan jenisnya pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat 

Jendral Pajak) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan 

pembangunan (APBN) seperti, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 

PPnBM dan Bea Meterai. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh 

pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak 

dan Retribusi di dalam APBD. 

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting ialah pajak 

daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah dalam bidang 

perpajakan dan sebagai sumber pemasukan daerah untuk menambah kas daerah. 

Pajak daerah menjadi kontribusi secara penuh guna meningkatkan pembangunan 

operasional suatu daerah. Pendapatan daerah memiliki peranan penting dalam 

memastikan kemandirian suatu daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 

sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan 
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daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil 

Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang 

berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga pemerintah kota 

Pekanbaru selalu membuat target dalam mencapai penerimaan Pendapatan Daerah 

untuk kemandirian daerahnya. Data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari target 

dan realisasi pada tahun 2022-2024 sebagai berikut : 

Tabel 1. 1  

Target dan Realisasi  Pendapatan Asli Daerah 

Tahun  Target PAD Realisasi PAD Persentase 

2022 840.108.063.019 803.562.497.346 95,65 % 

2023 1.018.123.042.427 895.843.011.775 87,99 % 

2024 1.139.960.103.836 929.228.971.491 81,51 % 

    Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Pekanbaru belum mencapai target optimalisasi yang diharapkan, meskipun realisasi 

Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan menunjukkan peningkatan setiap 

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah belum 

sepenuhnya tergali secara optimal. 

Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota adalah Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan 

pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan. Pengelolaan dan pemungutan 
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pajak air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pajak Air Tanah. Pajak ini dipungut berdasarkan system official 

assessment, dimana pemerintah daerah menetapkan secara langsung besarnya pajak 

yang terutang. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, dengan tarif 

sebesar 20%, sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Pekanbaru tersebut. 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru dan memilih salah satu sumber penerimaan pajak 

daerah yang berfokus pada Pajak Air Tanah. Data yang diperoleh mengenai 

Realisasi Pajak Air Tanah di Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024 sebagai berikut 

: 

Tabel 1. 2  

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru 

Tahun  Target  

Pajak Air Tanah 

Realisasi 

Pajak Air Tanah 

Persentase 

(%) 

2022 15.000.000.000 12.169.495.871 81,1 

2023 11.500.000.000 12.129.686.890 105,5 

2024 12.033.548.773 12.363.052.893 102,7 

     Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2025 

Data target dan realisasi pajak air tanah terdapat pada table 1.2 menunjukkan 

bahwa pada tahun 2022 realisasi pajak air tanah mencapai persentase 81,1% dari 

target yang ditetapkan, hal ini menunjukan bahwa tidak optimalnya penerimaan 

pajak air tanah dan mengindikasi adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan 

dan pemungutan pajak air tanah. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan dan mencapai 

persentase 105,5%, ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemungutan atau 
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pelaporan pajak air tanah. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang stabil 

mencapai persentase 102,7%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem 

pendataan dan pengawasan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap 

pembayaran pajak air tanah. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas mengenai “OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA 

PEKANBARU’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah  

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana besarnya penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru ? 

2. Bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 

mengoptimalkan peningkatan pemungutan Pajak Air Tanah ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah 

satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan peningkatan pemungutan 

Pajak Air Tanah. 
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 1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharap berfungsi sebagai pemecah masalah 

yang diteliti maka dari itu, Penelitian seharusnya mampu memberikan manfaat 

yang berguna untuk : 

1. Bagi penulis 

 untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar D3 

Administrasi Perpajakan di Universistas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim, Riau. Dan menambah wawasan mengenai potensi Pajak Air 

Tanah terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Bagi Dinas 

sebagai informasi dan masukan dalam pemungutan pajak 

dimasa yang akan dating dan menambah referensi dalam ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan. 

3. Bagi Akademik 

untuk menambah wawasan dan informasi mengenai potensi 

Pajak Air Tanah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Pekanbaru. 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1.   Lokasi Penelitian 

    Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Bapenda Kota 

Pekanbaru yang beralamat Jl. Teratai No. 81 Kelurahan. Pulau Karomah, 

Kecamatan. Sukajadi, Pekanbaru, Riau. 

 



6 
 

 
 

1.5.2. Waktu Penelitian 

 Waktu Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada bulan 12 Febuari sampai  

22 April 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

1.5.3. Jenis Data 

 Adapun Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah  

Primer dan Data Sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan Daerah pada 

Bidang Pajak Daerah. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari subjek penelitian, data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, 

dokumen melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan berbagai 

sumber yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

1.5.4. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

 Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih 

jelas dan secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi tertentu. 

Dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kepala bidang atau 

pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber terhadap masalah yang teliti.  
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2. Observasi 

 Dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

dengan cara yang turun langsung ke lokasi dan mengamati tentang 

Optimalisasi Pajak Air Tanah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru. 

3. Studi Pustaka 

 Dengan cara mengumpulkan Kesimpulan dari pendapat para ahli 

dan Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang 

berkaitan dengan pajak secara umum. 

1.6 Analisis Data 

Setelah Data Tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu analisis. Dalam 

hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu menjelaskan dengan 

lengkap sehingga permasalahan terungkap dengan jelas. 

1.7 Sistematika Penulisan  

Penulisan merupakan dasar atau acuan dalam suatu penelitian. Dalam 

sistematika penulis Menyusun atas Empat (4) Bab dan akan disajikan secara 

menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini : 

BAB 1 PENDAHULUAN Pada Bab ini akan menjelaskan mengenai latar 

belakang, masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian, pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM Pada bab ini penulis menjelaskan tentang 

gambaran umum kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti sejarah, 

visi, misi, tujuan dan uraian tugas. 
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BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Pada bab ini dibahas mengenai 

pengertian pajak, fungsi pajak, asas pengenaan pajak, syarat pemungutan pajak, 

teori pemungutan pajak sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, pendapatan asli 

daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pajak air tanah,  subjek dan objek pajak air 

tanah, pajak, dasar pengenaan pajak air tanah, pajak dalam islam penerimaan pajak 

air tanah, strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak 

air tanah, 

BAB IV PENUTUP Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang dilakukan dan lampiran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

2.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah 

penunjang urusan pemerintah dalam bidang pendapatan daerah. Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diresmikan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 

2011 oleh Walikota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullah MM yang 

beralamat di Jl. Teratai No. 81 Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi. 

Sebelum adanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bapenda 

yang kita ketahui selama ini merupakan Sub Direktorat keuangan daerah kota 

madya daerah tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negri 

Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September tahun 1975 tentang pembentukan 

Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda 

Nomor 5 tahun 1976, Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah 
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Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha  

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kota madya Daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dan Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, denga diterbitkannya Peraturan Daerah 

Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 tahun 1989 tanggal 27 

Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :  

a. Kepala Dinas  

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan  

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 
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Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 

tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru 

menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja, Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Termasuk 

Dinas Pendapatan Daerah. Dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Wakil Kepala Dinas 

3. Bagian Tata Usaha 

4. Sub Dinas Program  

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

6. Sub Dinas Penagihan  

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan  

9. Kelompok Fungsional 

2.2. Visi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Optimalnya Pendapatan Daerah dengan pengelolaan Pajak Daerah yang 

profesional menuju Kota Pekanbaru Smart City Madani. 

2.3. Misi Badan Pendapatan DaerahKota Pekanbaru 

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 

2. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional. 
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3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah profesional dalam 

kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, handal, jujur, bertanggung 

jawab). 

4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian. 

5. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka 

memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak, 

2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Gambar 2. 1 

Struktur Organisasi BAPENDA Pekanbaru 
 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025 
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2.5. Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

 Pekanbaru 

Adapun uraian tugas pada kantor Bapenda Kota Pekanbaru tentang susunan 

organisasi , tugas, fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bertugas dalam 

memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan 

melaksanakan urusan di bidang Pendapatan Daerah dan tugas Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak 

daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

2. Perencanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan sebagai atasan dalam 

pelaksanaan tugas 

3. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan dan 

pengkoordinasi pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat 

daerah. 

4. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan 

tugas di bidan pendapatan daerah 

5. Perumusan dan Perencanaan kebijakan pembinaan unit pelaksana 

teknis dalam lingkup tugasnya. 
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6. Perumusan dan perencanaan kebijakan peyelengaraan urusan 

penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya. 

7. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas 

berjalan efisien da efektif. 

8. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku dalam pelaksanaan tugas. 

9. Pelaksanaan evaluasi tugas dengan cara membandingkan antara 

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksnakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan di kinerja masa yang 

akan datang. 

10.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

2. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris Badan. Secara umum, 

Sekretaris badan bertugas merencanakan, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. Tugas dan fungsi Sekretariat Badan adalah : 

1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam tugas. 
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2. Penyusanan bahan koordinasi rencana kerja Badan Pendapatan 

Daerah  

3. Penyusunan koordinasi kegiatan administrasi umum, keuangan 

dan program 

4. Penyusunan bahan koordinasi peyelengaraan pelayanan dan 

pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan. 

5. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan laporan 

tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung 

jawaban Badan. 

6. Penyusunan bahan kordinasi pembinaan pemeliharaan 

kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, 

kendaraan dinas, serta pelengkapan gedung kantor. 

7. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat 

Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan 

agar tugas yang diberikan efektif dan efisien. 

8. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Sekretariat Badan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan tugas 

9. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan lingkungan Sekretariat 

Badan dengan operasional tugas sebagai laporan kegiatan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang 

berkaitan dengan tugasnya. 
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3. Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Bidang Pajak Daerah I adalah bidang yang mengelola Pajak Bumi 

Bangunan dan Perkotaan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT Jasa Listrik. Bidang Pajak Daerah I 

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah 

dalam melaksanakan sub urusan bidang Pajak Daerah I. Sub Bidang 

Pajak Daerah I terdapat : 

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran : Pajak Bumi Bangunan, 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

PBJT Jasa Listrik. 

2. Sub Bidang Penetapan dan Vertifikasi Pajak Bumi Bangunan, 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

PBJT Jasa Listrik serta Kelompok Jabatan Fungsional. 

Fungsi Bidang Pajak Daerah I :  

1 Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak 

Daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2 Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja 

Bidang Pajak Daerah I berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

3 Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi 

PBB, BPHTB, dan Pajak Jasa Listrik. 

4 Rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak 

daerah dan meyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang 
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(SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerak (SPTPD) BPHTB, Pajak Jasa Listrik dan menghimpun serta 

mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi. 

5 Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan daftar 

nomor objek pajak dan nomor pokok wajib pajak daerah. 

6 Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendaftaran PBB 

dan Pajak Jasa Listrik. 

7 Penyusunan bahan koordinasi dan validasi penerimaan 

pembayaraan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

8 Pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2. 

9 Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan langkah 

strategis dan analisis potensi pajak. 

10 Pendistribusian tugas dan tanggung jawab atas prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi sesuai kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Bidang Pajak Daerah II  

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Badan dalam melaksanakan urusan pajak daerah meliputi Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, dan Pajak Jasa dan Barang Tertentu. Sub Bidang Pajak Daerah 

II terdapat : 

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran : Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan dan Pajak Atas Barang dan Jasa (PBJT). 
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2. Sub Bidang Penetapan dan Vertifikasi : Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Atas Barang dan Jasa (PBJT), serta 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Fungsi Bidang Pajak Daerah II adalah : 

1 Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak 

daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang– 

undangan. 

2 Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak 

daerah II berdasarkan ketentuan peraturan  dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

3 Pelaksanaan perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak 

Mineral bukan logam dan batuan Pajak Jasa Barang dan Jasa 

Tertentu. 

4 Penyusunan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT 

dan  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Reklame dan 

Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan 

subjek pajak serta verifikasi lapangan. 
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5 Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan 

pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan 

surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan dan 

pendaftaraan. 

6 Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

perhitungan  Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak 

Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

7 Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan 

wajib pajak daerah. 

8 Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian 

pertimbangan atas pembetulan atas Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dan PBJT. 

9 Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan 

penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat 

perpajakan daerah yang berkaitan penetapan pajak daerah. 

10 Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang 

Pajak Daerah II dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 
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5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah 

(P3D) Kota Pekanbaru 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah 

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah 

dalam melaksanakan sub urusan perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah. Sub bidang P3D terdapat Bidang Hukum, Sub 

Bidang Retribusi, Pembukuan, Pendataan, dan Legalisasi serta 

Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : 

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang 

Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

2. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan pembukuan 

penerimaan/ pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah 

serta legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga. 

3. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan 

dalam meningkatkan Pendapatan Daerah 

4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan bahan-bahan 

yang diperlukan dalam Menyusun kebijakan, program dan 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

lapoang dibidang tugasnya. 
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5. Penyusunan bahan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan 

penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat 

Daerah pemungut pendapatan daerah. 

6. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan semua Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain. 

7. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan 

pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan 

Retribusi Daerah. 

8. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan 

penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat 

berharga. 

9. Penyusunan bahan koordinasi penghimpunan peraturan  

perundang- undangan yang berkaitan dengan pajak daerah. 

10.  Penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada 

badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait. 

11.  Penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta 

lintas sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah 

maupun Pemerintahan Pusat dalam rangka menyusun kompilasi 

sistem dan mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan 

pajak/sumber daya alam, dana perimbangan lainnya, dan dana 

bagi hasil provinsi. 
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12.  Penyusunan bahan koordinasi dengan dinas terkait dalam 

rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi 

hasil bukan pajak serta dana bagi hasil provinsi 

13.  Penyusunan bahan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi 

kinerja bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah secara berkala. 

14.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan 

dengan tugasnya. 

6. Bidang Pengendalian Pajak Daerah (Daljak) 

Bidang Pengendalian Pajak mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sub urusan 

pengendalian Pajak Daerah. Sub Bidang Daljak terdapat Sub Bidang 

Pengawasan dan Pemeriksaan, Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan, 

serta Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi Bidang Pengendalian Pajak 

Daerah adalah : 

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi 

penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan. 

3. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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4. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan mengenai penetapan 

dan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan 

pengurangan. 

5. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, 

dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek 

pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah. 

6. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Penyusunan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil 

Pengendalian Pajak Daerah. 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan 

dengan tugasnya. 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. 

Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan teknis 

operasional atau tugas teknis penunjang tertentu pada Bapenda Pekanbaru, 

UPT sebagaimana yang dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Badan  

dengan dibantu Kepala Tata Usaha. Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 

adalah : 

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis 

penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 
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2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Kepala 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

BAB IV 

   PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

ditarik Kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Air Tanah memiliki potensi sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Realisasi 

Pajak Air Tanah terhadap PAD  pada tahun 2022 sebesar 1,51%,  pada tahun 

2023 mengalami penurunan menjadi 1,33%, tetapi realisasi PAD mengalami 

peningkatan, pada tahun 2024 nominal Pajak Air Tanah meningkat, dan 

realisasi terhadap PAD menjadi 1,33%, karena PAD mengalami kenaikan 

yang lebih besar. Hal ini perlunya memaksimalkan peningkatan dalam 

pemungutan dan pengelolaan Pajak Air Tanah. 

2. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan 

pajak air tanah telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pendataan 

wajib pajak baru, penyampaian surat tunggakan, monitoring penggunaan air 

tanah bulanan, serta verifikasi dan pengawasan lapangan. Selain itu, 

pengawasan rutin dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat 

menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak. 

 

 



50 
 

 
 

4.2. SARAN 

1. Pemerintah daerah untuk kedepannya melakukan upaya dan secara aktif 

untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang baik, Untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap masyarakat. Pemerintah daerah harus konsisten serta 

melakukan pengawasan bagi pengguna air tanah untuk mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan yang membuat kualitas air menjadi menurun. 

2. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan meningkatkan 

sarana dan prasana yang memadai seperti layanan elektronik untuk 

memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah. 
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LAMPIRAN 

  

A. Wawanca Bersama Bapak Taufik Dasaka S. Psi 

 

B. Lokasi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
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C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air 

Tanah 
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Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana memastikan bahwa semua pengguna air tanah yang wajib 

membayar Pajak Air Tanah telah terdata dengan baik ? 

2. Bagaimana potensi pajak air tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah di Kota Pekanbaru ? 

3. Bagaimana strategi yang efisian dalam mengoptimalkan pemungutan 

Pajak Air Tanah ? 

4. Apa saja tantangan dalam mengoptimal Pajak Air Tanah di Kota 

Pekanbaru ? 
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